(QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN CRGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang : a.

b.
Mengingat : 1.

DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk Kelancaran

penyelenggaraan Pemerintahan yang berdaya guna dan beihasi guna,
dipandang periu menata kembali dan menetapkan Susuna, Oryanisasi dar

Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Birauen;

bahwa untuk maksud tersebut perly menetapkan dalam suaty Qanun,

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atag Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 69, Tambaha-
Negara Nomor 3890):

(Lembaran

Lembaran

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1699
Keistimewaan Proninsi Daerah Istmewa Aceh
1889 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara N

tentang Penyelenggaraan

( Lembaran Negara Tahun
omor 3893 ).
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3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 193 tentang Pembentukan Kabupaten
Bireuen dan Kabupaten Simeukse (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Breuen dan
Kabupaten Simeulue (Lembaran Negarz Tahun 2000 Nomor 75. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3963):

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi K usus bagi
Propinsi Daerah Istmewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh [ russalam:

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukar Perawran
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
(Lemuaran Negara Tahun 2004 Nomor 125):

-
Na —ar
uae !

8. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemeririah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaman Negare
Republik Indonesia Tahun 2004):

9. Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan

Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 19€3 Nomor 10.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375)

10. Peraturan  Peinerintah Nomor 25 Tanun 2000 tentang Kewenanjan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Qtonom.
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952 ):

1. Peraturan .. .. .
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tenang Weweoe
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawal Negen Sipil
(Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negare Nomor 4014)

12. Peraturan Pemenirtah Nomor 100 Tahun 2000 tentan) Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural [ cimbaran Negare Tahui
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Normor 401¢

13. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisast Perangkat
Daerah (Lembarar. Negara Tahun 2003 Nomor 165

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUE!.
DAN BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Mese.apkan: QANUN KABUFATEN BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA  WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya dis sbut Gaerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen:
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk men

mengurus  kepentingan masyarakat setempat menyt prakarsa - sendiri

berdasarkan aspirasi mesayarakat sesuai dengan Peratu:
undangan;

gatwr dan

an  Perundang-

3. Pemenntah.
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3. Pemenintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah otoron
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

4. Bupat adalah Bupati Bireuen;

5. Sekretans Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

8. Perangkat Daerah adalah OrganisasiLembaga pada Pemerintah Daerah yang

bertanggung jawab kepada Bupaii dan membantu Bupati dalam

menyelenggarakan Pemerhtahar{ yaitu terdini dani Sekretariat Daerah, Dinas —

dinas Daerah dan Lembaga Teknis'Daemh. ecamatan, dan Kelurahan yang

Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;

Dinas Daerah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten

Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;

8. Kepala Dinas adalah Kepala Diras Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kabupaten Bireuen;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen sebagai unsur
pelaksana operasional di lapangan.

-~

BABII
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

(1) Dinas Pemmukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen merupakan

unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Permukiman

dan Prasarana
Wilayah yang berada dibawah Bupati;

(2) Dinas
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(2) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas
umum Pemerintahan dan Pembangunan dalam bidang penataan Pemmukiman dan
Prasarana Wilayah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas

Pemmukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan teknis, dan pengembangan teknis kewenangan
dibidang permukiman dan Prasarana Wilayah;

b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang
permukiman dan Prasarana Wilayah yang menjadi kewenangan Daerah:

C. pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan
dibidang permukiman dan Prasarana Wilayah yang menjadi kewenwigan
Daerah;

d. pelaksanaan pengelolaan dibidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;

€. pelaksanaan kerjasama antar Daerah dengan Daerah lain maupun dengan
masayarakat intemasional dibidang Permukiman dan Prasarana Wilayah:

f. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi ketatausahaan, keuangan

'

kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan Organisasi serta ketatalaksanaan
Dinas;

9. pegelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas,
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Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal §
AN

(1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayh Kabupaten

Bireuen terdiri dari :
Kepala Dinas;

Bagian Tata Usaha;
Bidang Bina Marga;
Bidang Cipta Karya
Bidang Pengairan;

-~ o o o0 o o

Bidang Pengendalian Program;
Cabang Dinas;

=

Unit Pelakasana Teknis Dinas (UPTD);
I Kelompok Jabatan Fungsipnal.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
a. Sub. Bagian Umum:
b. Sub. Bagian Keuangan.

(3) Bidang Bina Marga terdiri dari:

a. Seksi Pembangunan/Faningkatan Jalan dan Jembatan:

b. Seksi Rehabilitasi, Pemeliharan Jalan dan Jembatan.

(4) Bidang Cipta Karya terdiri dari:
a. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan:
b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
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(5) Bidang Pengairan terdii dart
a. Seksi Rehabilitasi Pemefiharaan Jaringan Ingasi dan Tata Guna Ar.
b. Seksi Pengembangan Sungai, Rawa dan Pantar
(6) Bidang Pengendalian Program terdiri dari:
a. Seksi Program dan Perencanaan;
0. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknis

' Pasalf

(1) Uraian tugas Jabatan Bagian, Bidang, Sub Bagizn dan Seksi sebagaimana
lersebut pada Pasal 5, akan ditetapkan lebh lan: dengan Keputusan Bupati

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari seumian tenaga terampil, daiam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya:

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

. bagian yang tdak
lerpisahkan dengan Qanun ini.
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7
(1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Bupat melalui Sekretaris Daerah;

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
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b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Permukiman dan Prasarana
Wilayah.

c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Permukiman dan Prasarana Wilayah
di Daerah yang menjadi tanggung jewabnya sesuai dengan kebijakan umum
yang ditetapkan oleh Bupati.

d. melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang
menyangkut bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

€. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bireuen.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 8
(1) Bagian Tata Usana adalah unsur pembantu Pimpinan dibidang pembinaan

administrasi;

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tgas melakukan koordinasi dalan, penyusunan

dan pengelolaan urusan umum dan Keuangan serta pelayanan administrasi kepada
seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal Y, 3agian Tata
Usaha mempunyai fungsi ;

a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan orgc.isasi dan
tatalaksana:

b. pengelolaan

...............
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b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlergk-pan,
rumah tangga, dokumentasi, dan kepustakaan;

C. penyelenggaraan tata usaha umum,tata usaha pimpinan, tata usaha keuangan,
dan tata usaha perbekalan materit, personil, finansil dan informasi;

d. penyediaan data, informasipenyelenggaraan administrasi dan hubungan
masyarakat;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian umum
b.  Sub Bagian Keuangan

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum Mempunyai tugas melakukan pengelolaan .usan surat

menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumah tanggaan, administrasi
perjalanan Dinas dan pembuatan laporan;

() Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah déta
administrasi  kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan
dalam bidang kepangkatan, DUK, Kesejahteraan pegawai, pendidikan dan
pelatijhan, pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan
Anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban laporan keuangan. menyusun
laporan dan memonitoring serta mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.
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Paragraf 3
Bidang Bina Marga

Pasal 13

(1) Bidang Bina Marga adalah unsur pelaksana Teknis dibidang Bina Marga;

(2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah
dan bertangguny jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pemmukiman dan Prasarana Wilayah  dibidang Pembangunan/Peningkatan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14,
Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pelaksanaan survey, program, perencanaan, per
pemetaan serta rencana pelaksanaan:

b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian ke

dan rehabilitasi jalan dan jembatan;

dlitian dan
giatan Pembangunan, peningkatan

Pemantauan dan evaluasi manfaat serta dampak pembangunan Bing Marga;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikar, oleh Kepala Dinas.

Pasal 16
(1) Bidang Bina Marga terdiri dar -
a. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan:
b. Seks| Rehabllitasi, Pemeliharaan Jalan gan Jembatan.

(2) Masing
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(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin olei
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam sefiap kegiatan
pembangunan peningkatan prasarana jalan, dan jembatan;

(2) Seksi Rehabilitasi, Pemeliharan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam setiap

kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan
jalan dan jembatan akibat bencana alam

Paragraf 4
Bidang Cipta Karya

Pasal 18
(1) Bidang Cipta Karya adalah unsur pelaksana teknis dibidang Cipta V.arya;
(2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawan
dan bertanggung jawab kepada Kepala Diras.
Pasal 19

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinag

Permukiman dan Prasarana Wilayah dibidang Tata Ruang dan Tata Bangunar,
serta Penyehatan Lingkungan Pemmukiman.

Danal
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Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang
Cipta Karya mempunyai fungsi :

a.

penyelenggaraan pelaksanaan survey, perencanaan, penelitian dan pemeta- 1
serta membuat .rogram pelaksanaan;

pelaksanaan pengawasan, pengendalian  kegiatan  pembangunan,
pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi dari bangunan negara;

pemantauan dan evaluasi manfaat serta dampak akibat pelaksanaan
pembangunan;

pemberian rekomendasi terhadap pemanfaatan ruang dan mengkonservasi
bangunan bersejarah:

pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

(1) Bidang Cipta Karya terdiri dari -

(2) Masing

a. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.

-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung
Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan bidang tugasnya

dipimpin oleh
jawat kepada

rumah Dinas serta mengadakan
penyuluhan Pembinaan taknis,pemantauan, evaluasi

pembangunan perumahan dan bangunan di perko
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(2) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan
penyehatan lingkungan permukiman  dibidang Air Bersih dan Prasarana

Lingkungan.

Paragraf 5
Bidang Pengairan

Pasal 23

(1) Bidang Pengairan adalah unsur pe'aksana teknis dibidang Pengairan;

(2) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dihawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 24

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Permukiman dan Prasarana Wilayah dibidang Pengairan;

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bidang

Pengairan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan survey, perencanaan, peneliian dan pemantauan serta program
pelaksanaan;

b. pelaksanaan, pengendalian kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi
dan perbaikan jaringan irigasi, sungai, rawa, danau dan pantai;

¢. pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan;

d. pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Pasal 26
(1) Bidang Pengairan terdiri dari :
a. Seksi Rahabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Tata Guna Air,
b. Seksi Pengembangan Sur.gai, Rawa dan Pantai.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) cipimpin oleh
seorang Kepaia Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Tata Guna Air mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan pembangunan peningkatan rehe jilitasi dan
pemutakhiran data sumber daya air serta areal irigasi tambak/rawe dan danau

serta pengendalian pengaturan perizinan sumber daya air dan sumber daya
alam di bantaran sungai, rawa dan danau;

(2) Seksi Pengembangan Sungai, Rawa dan Pantai mempunyai  tugas
melaksanakan penelitian, pembinaan pelaksanaan opersai tfata tapam,
penyiapan pengairan dan pengendalian pemeliharaan pembangunan dibidang
sumber daya air serta penanggulangan akibat bencana alam.

Paragraf 6
Bidang Pengendalian Program

Pasal 28

(1) Bidang Pengendalian Program adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang
Pengendalian Program.

(2) Bidang Pengerdalian Prograr dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 29

Bidang Pengendalian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dibidang Pengendalian Program.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebaraimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang
Pengendalian Program mempunyai fungsi :

a. pengendalian dan pengawasan teknis;

b. pelaksanaan studi kelayakan amdal dan perencanaan teknis;

c. pelaksanaan penelitian terhadap sanitasi, drainase, konstruxsi sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku;

d. pembuatan spesifikasi/petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman;
e. penyusunan hasil data perumahar, bangunan dalam bentuk tabel atau grafik,

menyimpan dari hasii data perumahan, bangunan dan menjaga
kerahasiaannya;

f. pengevaluasian seluruh pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan
pertanggung jawaban dibidang tugasnya;
g. pelaksanaan tugas-tugas fain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

(1) Bidang Pengendalian Program terdiri dari ;
a. Seksi Program dan Perencanaan:,
b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknis.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengendalian Program sesuai dengan bidang tugasnya.

------------------
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Pasal 32

(1) Seksi Program dan Perencanaar. mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
program dan perencanaan dibidang amdal, perencanaan teknis,penelitian
terhadap sanitasl, drainase, konstruksi dan pemutakhiran data:

(2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknis mempunyai tugas melaksanakan
pengendalian dan pengawasan teknis segala kegiatan yang dilaksanakan di
Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Paragraf 7
Cabang Dinas

Pasal 33
(1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian

atau seluruhnya tugas Dinas Daerah dan tugas pemoantuan.

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Dinas.

(3) Cabang Dinas mempunyai wilayah kerja dalam saty wila

yah Kecamatan atay
lebih.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 34

(1) Pada Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dapat dibey tuk 1
(satu) atau lebih Unt Pelaksana Teknig Dinas (UPTD);
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(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pinas (UPTD) sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Permukiman dan Prasarana
Wilayah yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang
diperiukan untuk itu.

Pasal 35
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis

operasional yar.g berada dibawah Kepala Dinas;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis yang nempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai bidang k ahlian dan
kebutuhan. '

Pasal 37

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiman dimaksud dalam Pasal 35, terdiri

dari sejumiah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang ‘eibagi dalam
berbegai kelompok sesuai dengan keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepalz
Dinas dan bertanggung jawab kepada Kapala Dinas:

(3) Kelompok

.................
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Kepala Dinas Eselon I1.b;
Kepala Bagian Tata Usaha Eselon Ill.a;
Kepala Bidang Eselon Ill.a;

o

Kepala Sub Bayian Eselon IV.a;
Kepala Seksi Eselon IV.a:

- o a o

Kepala Cabang Dinas Eselon IV.a;
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Fselon IV.a;

«

BABIV
TATA KERJA
Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok
tenaga  Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Sefiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahanya masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan Peraturan Penmdang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Sefiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin  dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan mem

berikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanya,
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Pasal 4¢

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan

berkala tepat pada waktunya.
Pasal 47

Setiap laporar. yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya,
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan ooran lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 48

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.
Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh
satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BABYV
KETENTUAN PERALIHAN
- Pasal 50
Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nenicr 3 Tahun
2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pemmukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen dan Qanun Nomor 29

Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3
Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan
pelaksanaannya akan diatur lebih laniut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinye, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
Pada tanggal 10 September 2005 M

7 Sya’ban 1426 H
X surkpprueen, 1
_

Drs. MUST GLANGGANG

Ciundangkan di Bireuen
Pada tanggal 12 September 2005 M
9 Sya’ban 1426 H

ZSE KRET AR%RAH KABIJPATEN,

Jrs. HASAN BASRI DJALIL, M.S:
Pembina Utama Madya
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 41 SERI D NOMOR 16
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" USUNAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
GANLS WILAYAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR : 30 Tahun 2005
ANPRASARANA TANGGAL : 10 September 2005

KEPALA DINAS
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b 2

PENJELASAN QANUN
ATAS

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAM ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN

OENJELASAN UMUM :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah dibenkan kewenangan

untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan
keuangan Daerah.

2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam Penyelenggaraan Roda Pemerintahan i
Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah sehingga dapat berdaya guna bernasil guna,
periu dibentuk Susunan Organisasi dar. Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana
Wilayah Kabupaten Bireuen.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Daec |
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Pasa 1
AL e
Pasa 4
g s
Pasal 5
Cutup elas
Pasa €
Cubup ela
Pasal 7
Cubup sl
Fasal §
Cubup joias
rasal §

Cukup elas

—
L

Fasal
Cukup jelas
Fasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cubup s
“asal 1]
Cotup wias
Sasal 14
Cukup eias
asal 15

Cukup jeias
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Pasal 16

Cukup elas
Fasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup welas
Pasal 19

Cukup jelas
Casal 20

Cukup elas
Pasal 21
Cubkup pelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jeias
Pasal 25

Cukup eas
“asal 26

Cukup elas
Pasal 27

Cukup s

Pasal 28
Cukup leias
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Pasal 2%
Cutusp pias
Fasal 30
B
Pasal 31
Cuup yelas
Pasel 32
Cukup jelas

Fasal 33
Cukup jolas
Pasal 34
Cubup reias
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jeias
Pasal 37
Cukup jeias
Pasal 38
Cukup jelas
vasal 39
Conup s
Pasal 40
Cukup eias
Pasal 41

Cukup eias
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